PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2010

TENTANG
PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : a. bahwa, dengan ditetapkannya Undadgng Nomor 28 Tahun 2009 Tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Air Tamatupakan salah satu jenis
pajak kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimarekslich pada huruf a di atas,
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajakakiah

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No&/ Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentangbeatukan Daerah
Tingkat 1l di Kalimantan (Lembaran Negara RepuMlikionesia Tahun 1953
Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negaraubi&pIndonesia

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Riepatbonesia Nomor
1820);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 188itang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonestauma981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No2/@®)3

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun71@htang Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Repuodbnesia Tahun
1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republilonesia Nomor
3684);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahur/li@@tang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Reduobikesia Tahun 1997
Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia N@686);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 4200entang
Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembsemyara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaragande Republik
Indonesia Nomor 4389);
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 420@ntang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik gslanTahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indlanfomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndamgstgnNomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-UndangoN8th Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rlepuolonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republiloniesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerindraKg@uangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembamgar&Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara dRkeplndonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun92@htang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Ri&plidonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Repuhtioniesia Nomor
5049);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 920@ntang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup @aman Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor, Tambahan Lembaran Edgeapublik Indonesia
Nomor);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentarigkdamaan Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negaharl 1983 Nomor
36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentamgeR#aan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu@5 2Blomor 140
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&i8)4

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentanmbiRean dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (laenidagara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan LembaragardeRepublik
Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentamgb&gan Urusan
Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah DaerafinBradan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republilbriagia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indam&smor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 28@6ang Jenis dan Bentuk
Produk Hukum Daerabh;

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Noi®®r Tahun 2007
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran ib@arauin 2007, Nomor
32).

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Ndiorahun 2008 tentang
Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupééwaringin Barat
(Lembaran Daerah Tahun 2008, Nomor 14).

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat NdiBoFahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupatetavikaringin Barat
(Lembaran Daerah Tahun 2008, Nomor 3).
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Dengan Per setujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
dan
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK AIR TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan nurpsanerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomitudms pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistm prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksiaimdbindang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perarigarah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kofiagiar Barat, yang
selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga PerwaRliakyat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah,;

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selgajdatisingkat DPKD adalah
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten KoteywaBarat;

Pejabat adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keudbgarah;

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas targirttidang Perpajakan Daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan ydagwer

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selgajdatisingkat DPKD adalah
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten KoteywaBarat;

10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modglmarupakan kesatuan, baik

yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukahaugang meliputi
Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perséamarya, Badan Usaha
Milik Negara atau Daerah dengan Nama dan dalamukeapapun, Firma,
Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Peiam, Yayasan,
Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, &eganisasi Lainnya, Lembaga
dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak inve&w@sktif, dan bentuk usaha
tetap;
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11. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajakahdkontribusi wajib kepada
pemerintah daerah yang terutang oleh orang pribtadi badan yang bersifat
memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidaklapetkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk keperluan ldde@ sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat;

12. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambimathu pemanfaatan Air
Tanah,;

13. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam laptsaah atau batuan di bawah
permukaan tanah;

14. Subjek Pajak adalah orang Pribadi atau Badag gapat dikenakan Pajak;

15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badanlipaoie pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempungki dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Regrutddangan perpajakan
Daerah;

16. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bukerifler atau jangka waktu lain
yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lamaga)(bulan kalender, yang
menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung yetr, dan melaporkan
pajak yang terutang;

17. Pajak yang terutang adalah pajak yang haruasyaibpada suatu saat, dalam
masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagram tpajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajalesatg

18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatani ata penghimpunan data
objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajakatg sampai kegiatan
penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengavpesgetorannya;

19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selgajutfisingkat SPTPD adalah
surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melegror Penghitungan
dan/atau pembayaran Pajak, objek pajak dan/ataanbokyek pajak dan/atau
harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan pamapgrundang-undangan
perpajakan daerah;

20. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutngmgiat SSPD adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah didakdiengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain kas Klaerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;

21. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjuttigingkat SKPD adalah Surat
Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokek yang terutang;

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, ympat disingkat SKPDKB
adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan lyaspmmlah pokok pajak,
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayarakok pajak, besarnya
sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masibhshdibayar;

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Thamhayang selanjutnya
disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yaegentukan tambahan
atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;

24. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, yang sdiaygudisingkat SKPDLB adalah
Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah keleabpembayaran pajak,
karena jumlah kredit pajak lebih besar daripadaalPajang terutang atau
seharusnya tidak seharusnya terutang;

25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang setapa disingkat SKPDN adalah
Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pgeptk sama besarnya
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak temyitdan tidak ada kredit pajak;
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26. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutngsgkat STPD adalah Surat
untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi adirasi berupa bunga
dan/atau denda;

27. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputysng membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kelglidalam penerapan ketentuan
tertentu dalam Peraturan perundang-undangan pkapaidaerah yang terdapat
dalam Surat Pemberitahuan Pajak terutang, Sutatdfen Pajak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Kedaet&8ajak Daerah Kurang
Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah NBhilat Ketetapan Pajak
Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daeraht @putusan Pembetulan
atau Surat Keputusan Keberatan;

28. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputates Keberatan terhadap
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang,Surat Ketetdpgak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketet&agak Daerah Kurang
Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayarb&han, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak daerdiihLBayar, atau Terhadap
Pemotongan atau Pemungutan oleh Pihak Ketiga y@jgkdn oleh Wajib
Pajak;

29. Putusan Banding adalah Putusan Badan Perdellmk atas Banding terhadap
Surat keputusan Keberatan yang diajukan oleh Vipajéak;

30. Pembukuan adalah proses pencatatan yang dilakskcara teratur untuk
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang uoieliarta, kewajiban,
modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah hargalgtean dan penyerahan
barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusurralapkeuangan berupa
neraca dan laporan laba rugi untuk periode TahjakPa

31. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan untuk camenmengumpulkan,
mengolah data dan atau keterangan lainnya, untukgujie kepatuhan
pemenuhan kewajiban daerah dan untuk tujuan ldamdeangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajalesatg

32. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakaser@h adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Ne§iil yang selanjutnya
disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulakti yang dengan bukti
itu membuat perang tindak pidana di bidang pergajaRaerah yang terjadi
serta menemukan tersangkanya.

BAB ||
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2
(1) Nama pajak adalah Pajak Air Tanah.
(2) Obyek Pajak adalah pengambilan dan/atau pemanfAatdianah.
(3) Tidak termasuk objek sebagaimana dimaksud ayatd@hah :

a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah Wep&rluan dasar rumah
tangga, pengairan pertanian dan perikanan raksib, geribadatan; dan

b. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah yairyang diatur dalam
Peraturan Bupati;
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Pasal 3

(1) Subyek Pajak Air Tanah adalah orang pribadu @&adan yang melakukan
pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

(2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badangyarelakukan pengambilan
dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

BAB 111
DASAR PENGENAAN TARIF, PENGHITUNGAN
DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 4
(1) Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilail&wen Air Tanah.

(2) Nilai perolehan sebagaimana dimaksud dalam pa@da (1) dinyatakan dalam
rupiah dihitung dengan mempertimbangkan sebagansaluruh faktor sebagai
berikut :

a. jenis sumber air;

b. lokasi sumber air;

tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
kualitas air;

tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan gdehgambilan dan/atau
pemanfaatan air.

(3) Besarnya Nilai perolehan sebagaimana dimakyad @) ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

~ 0o 2 o

Pasal 5
(1) Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 1&Géfp(luh persen).

(2) Besarnya pokok pajak yang terutang dihitunggdencara mengalikan tarif
Pajak Air Tanah yang terutang sebagaimana dimaksiam pasal 5 ayat (1)
dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimakandghsal 4 ayat (2)

(3) Hasil Penerimaan Pajak Air Tanah merupakan surmpbndapatan daerah yang
disetor ke Kas Daerah

Pasal 6

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah sgmgengambilan dan/atau
pemanfaatan Air Tanah.
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BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 7
(1) Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan

(2) Setiap wajib pajak, wajib membayar pajak tergtherdasarkan surat ketetapan
Pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak bendkasaperaturan perundang-
undangan perpajakan.

(3)Wajib pajak yang memenuhi kewajibannya membaysjak daerah
menggunakan SKPD, SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDK&l aokumen
lain yang dipersamakan.

(4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimanakdumaAyat (3) ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1) Dalam Jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saatangnya pajak, Bupati
dapat menerbitkan :

a. SKPDKB apabila :

1) berdasarkan hasil pemeriksaan atau keteranganyéng terutang tidak
atau kurang bayar;

2) SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalamkgngaktu tertentu
dan setelah ditegur secara tertulis tidak disanapaigada waktunya
sebagaimana ditentukan dalam surat teguran.

3) kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, makalkagrutang dihitung
secara jabatan.

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau datagybelum terungkap
menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutemglshh bunga.

c. SKPDN apabila jumlah pajak terutang sama besadeygan jumlah kredit
pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kpajak.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalamC#&’sebagaimana dimaksud
ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakanssadkministrasi berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, dihitungdak yang kurang atau
terlambat dibayar dengan jangka waktu paling larh&dRa puluh empat) bulan
sejak terutangnya pajak.

(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam DT sebagaimana
dimaksud ayat (1) huruf b dikenakan sanksi admessterupa bunga sebesar
100% (seratus persen) dari jumlah pajak kurangrbaya

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayatd@ tdikenakan jika Wajib Pajak
melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pesezan.

(5) Jumlah pajak terutang dalam SKPDKB sebagaindimaksud ayat (1) huruf a
angka 3 dikenakan sanksi administrasi berupa kenakbesar 25% (dua puluh
lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi adimasi berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajaé&ng atau terlambat
dibayar dengan jangka waktu paling lama 24 (duailp@mpat) bulan sejak
terutangnya pajak.
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Pasal 9

(1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lairg y@dipersamakan, SPTPD,
SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam|Rasgat (3) dan
ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara eagidan penyampaian SKPD
atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDi&, SKPDKBT
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan(Byaliatur dengan
Peraturan Bupati.

BABV
MASA PAJAK, TAHUN PAJAK DAN SAAT
PAJAK TERUTANG

Pasal 10

Masa Pajak adalah 1 (satu) Bulan kalender pada Beagambilan dan/atau
pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 11

Pajak Terutang dalam masa pajak terjadi pada saagambilan dan /atau
pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 12
(1) Setiap wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) likriss dengan jelas, benar
dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pdpak lduasanya.

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) desasipaikan kepada Bupati
selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelahidmnya masa pajak.

(4) Bentuk, isi dan Tata Cara Pengisian SPTPD aptetn dengan Peraturan
Bupati.

BAB VI
SURAT TAGIHAN PAJAK

Pasal 13
(1) Bupati dapat menerbitkan SPTPD jika :

a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurangyaih

b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekuranmgambayaran sebagai akibat
salah tulis dan/atau salah hitung;

c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi budeggdenda.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalBfP® sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengaikss administrasi berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untug pama 15 (lima belas)
bulan sejak saat terutangnya pajak.
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(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelalygahjatuh tempo pembayaran
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sel28adua persen) sebulan
dan ditagih dengan mempergunakan STPD, atau dokuiagn yang
dipersamakan.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK

Pasal 14

(1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo meratan dan penyetoran pajak
daerah yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) karja setelah saat
terutangnya pajak dan paling lama 30 (tiga pular) $ejak tanggal diterimanya
SKPD oleh wajib Pajak.

(2) SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusanmpetulan, Surat
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang rbabkan jumlah pajak
yang harus dibayar bertambah merupakan dasar pamagajak dan harus
dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)abusejak tanggal
diterbitkan.

(3) Bupati atas permohonan wajib pajak setelah meirie persyaratan yang
ditentukan dapat memberikan persetujuan kepadab vpajak Daerah untuk
mengangsur atau menunda pembayaran Pajak Daekahakian bunga sebesar
2 % (dua persen) sebulan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulaan, penyetoran, tempat
pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayarak pgajgagaimana
dimaksud ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

(1) Pajak Daerah yang terutang berdasarkan SKRBP&B, SKPDKBT, SPTPD,
Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Kelperdan Putusan Banding
yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak Bagada waktunya ditagih
dengan Surat Paksa.

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanbkatdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 16

Apabila pajak Daerah yang harus dibayar tidak diturmalam jangka waktu 2 x 24
jam sesudah tanggal pemberian surat paksa, Bugggia menerbitkan surat perintah
melakukan penyitaan.

Pasal 17

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakanuknpelaksanaan penagihan pajak
daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
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BAB VIII
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 18

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepag@atB atau Pejabat yang
ditunjuk atas suatu :

a. SKPD;

b. SKPDKB;

SKPDKBT;

SKPDLB,;

SKPDN; dan

pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga barkian ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

~0 Qo

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) ham#mngaikan secara tertulis
dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasaanalasg jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktingdhma 3 (tiga) bulan sejak
tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN diterimalowajib pajak,
kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bajamgka waktu itu tidak
dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajd&htenemenuhi atau membayar
paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wagdak;

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sépaga dimaksud pada ayat
(1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak digapp sebagai Surat Keberatan
sehingga tidak dapat dipertimbangkan;

(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang dibedlkdnBupati atau pejabat yang
ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatanlmedarat pos tercatat sebagai
tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 19

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12a(delas) bulan, sejak tanggal
Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusas &eberatan yang
diajukan;

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupaenmea seluruhnya atau
sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajakrtgr

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana ayate{ah lewat dan Bupati tidak
memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukaseliet dianggap
dikabulkan.

Pasal 20

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan bandingnyh kepada Pengadilan Pajak
terhadap Keputusan mengenai keberatan yang disetaggeh Bupati.

(2) Permohonan Banding sebagaimana dimaksué pa@t (1) diajukan secara
tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasanjgiasydalam jangka waktu 3
(tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampirirea dari surat keputusan
keberatan tersebut.
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(3)Apabila jangka waktu 3 (tiga) Bulan sebagaiendimaksud ayat (1) dilampaui
pengajuan keberatan dianggap gugur atau tidakrdde

(4) Pengajuan Permohonan banding menangguhkan ikewaya membayar pajak
sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal peaerBiitusan Banding.

Pasal 21

(1) Jika pengajuan keberatan sebagaimana dimakswsdl pl8 atau banding
sebagaimana dimaksud pasal 20 dikabulkan sebaigiarseluruhnya, kelebihan
pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah snbblnga sebesar 2%
(dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (duahpertopat) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud ayat (juddrsejak bulan pelunasan
sampai dengan diterbitkan SKPDLB.

(3) Dalam hal Keberatan wajib pajak ditolak athkabulkan sebagian, Wajib
Pajak dikenai sanksi administratif berupa dendaesmb 50% (lima puluh
persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusaer&tm dikurangi dengan
pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan kedrerat

(4) Dalam hal wajib pajak mengajukan permohado@amding, sanksi administratif
berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) setmgadimaksud pada ayat
(3) tidak dikenakan.

(5) Dalam hal permohonan Banding ditolak atau dikedn sebagian, wajib pajak
dikenai sanksi administratif berupa denda sebeBa®% (seratus persen) dari
jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurdeggan pembayaran pajak
yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB I X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI.

Pasal 22

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatanBygati dapat
membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKP&&u SKPDLB
yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan talgathu kesalahan hitung
dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan dalamupPamaperundang-undangan
perpajakan daerah.

(2) Bupati karena jabatan atau atas permohonan wgpli papat :

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi admihidbexupa bunga,
denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurw@tyvan perundang-
undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi terdidgdarenakan karena
kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalayann

b. mengurangkan atau membatalkan atau SKPD, SKRBKBDKBT atau
STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang tidak benar.

c. membatalkan atau mengurangkan STPD.
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d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapaak pang dilaksanakan
atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara glaagtukan; dan

e. mengurangkan Kketetapan pajak terutang berdasagp@rtimbangan
kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi terteljek pajak. .

(3) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaraatau penghapusan sanksi
administrasi dan pengurangan atau pembatalantapete pajak sebagaimana
dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

(4) Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat pEroman sebagaimana
dimaksud ayat (2) diterima sudah harus memberikputisan.

(5) Apabila setelah waktu 3 (tiga) bulan sebagaimamaakisud ayat (3) Bupati
tidak memberikan keputusan permohonan pembetulmgysangan ketetapan
dan penghapusan atau pengurangan sanksi administraka permohonan

dianggap dikabulkan.

BAB X
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajggatdeengajukan permohonan
pengembalian kepada Bupati;

(2) Bupati dalam jangka waktu 12 (dua belas) butapgk diterimanya permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana slich@lada ayat (1) harus
memberikan keputusan;

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud #¥attelah dilampaui dan
Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohpeagembalian kelebihan
pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLBshditerbitkan dalam

jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;

(4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lgmnkelebihan pembayaran
pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung dipegkan untuk melunasi
terlebih dahulu utang pajak tersebut.

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sehagai dimaksud ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)abusejak tanggal
diterbitkan SKPDLB,;

(6)Jika pengembalian kelebihan pembayaran pdjakukan setelah lewat 2 (dua)
bulan, Bupati memberikan imbalan berupa bunga seb2% (dua persen)
sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihabayanan pajak.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaraak gbagaimana dimaksud
ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
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BAB Xl
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadakedarsa setelah melampaui
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutgagpajak, kecuali apabila
wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang pgten daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dirdgbasda ayat (1) tertangguh
apabila:

a. diterbitkannya surat teguran dan/atau suratgpatau

b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak igsung maupun tidak
langsung.

(3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran dantspaksa sebagaimana dimaksud
ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitungkségnggal penyampaian
surat paksa tersebut;

(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagatimaaksud ayat (2) huruf b
adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakaih rmempunyai utang
pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Biaera

(5) Pengakuan utang pajak secara tidak langsunagagbana dimaksud ayat (2)
huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohomagswan atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan wajib pajak.

Pasal 25

(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagirdna hak untuk melakukan
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piytajak yang kedaluwarsa
sebagaimana dimaksud ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang skeédaluwarsa diatur dengan
Peraturan Bupati.

BAB XlI
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 26

(1) Wajib pajak yang melakukan kegiatan usahanygale omzet paling sedikit Rp.
300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahunjibvanenyelenggarakan
pembukuan atau pencatatan.

(2) Kriteria wajib pajak dan penentuan besaran d¢rseeta tata cara pembukuan
atau pencatatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dexigan peraturan Bupati.

Pasal 27

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untukngoge kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam ranglkesanakan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.
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(2) Wajib Pajak yang diperiksa waijib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku attatarg dokumen yang
menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubudgagan objek Pajak
yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat amiangan yang
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kel@mcpemeriksaan;
dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pés&an sebagaimana dimaksud
ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peratuugati

BAB XIlI1
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 28

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepduakdain segala sesuatu yang
diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wagifalpdalam rangka jabatan
atau pekerjaannya untuk menjalankan peraturan g@gangiundangan
perpajakan daerah;

(2) Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) bejlada untuk tenaga ahli yang
ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam melakkanaetentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan Daerah;

(3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) dan (Qwa

a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebadiai atau saksi ahli dalam
sidang pengadilan;

b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkdnBdgati untuk memberikan
keterangan kepada pejabat lembaga Negara atamsn&temerintah yang
berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keoatagrah;

(4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang neemizin tertulis kepada
pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) damateamlali sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangamperlihatkan bukti
tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada piaaig ditunjuk.

(5)Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilalandaperkara Pidana atau
perkara Perdata, atas permintaan hakim berdas&mdemm acara pidana atau
hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan éxtnlis kepada pejabat dan
tenaga ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (@yauntuk memberikan
dan/atau memperlihatkan bukti tertulis dan ketgaanwajib pajak yang ada
padanya;

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud ayahgB)s menyebutkan nama
tersangka atau nama tergugat, keterangan yang tdinserta kaitan antara
perkara pidana atau perdata dengan keterangardyainga.
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BAB XIV
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

(1) Pelaksana Peraturan Daerah ini adalah DinageR#aan Keuangan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat;

(2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daedalaksanakan oleh Tim yang
dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 30

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingian Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukayigikan tindak pidana
di bidang perpajakan Daerah sebagaimana dimakslaindandang-undang
Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adatggabpt pegawai negeri sipil
tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan Peraturan perundang-umdanga

(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayatadalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneligr&egan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajaRaerah agar
keterangan atau laporan menjadi lebih lengkap elas;]

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangang®anai orang pribadi
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang didalaghubungan dengan
tindak pidana perpajakan Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari oramzagir atau badan yang
berhubungan dengan tindak pidana di bidang perpajBlaerah;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain bedwendengan tindak
pidana perpajakan Daerabh;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bailetn pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan faamyterhadap bahan
bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka petalesatugas penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseoranmggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsungestaariksa identitas
orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan timpdana perpajakan
daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dgeriksa sebagai
tersangka atau saksi;

J.  menghentikan penyidikan; dan/ atau
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k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelaaca penyidikan tindak
pidana di bidang perpajakan daerah sesuai deng@mtikan peraturan
perundang-undangan.

(4)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (Inhbestahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannypalla Penuntut Umum
melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik dnésia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukumig®Balana.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

(1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak meypgkan SPTPD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau mel&apiketerangan yang tidak
benar sehingga merugikan keuangan daerah dapatadgidengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidanaa@aling banyak 2 (dua)
kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyakapaSPTPD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau mel&apiketerangan yang tidak
benar sehingga merugikan keuangan daerah dapatadgidengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana deatlag banyak 4 (empat)
kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurarggar.

Pasal 32

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidakndiiit setelah melampaui jangka
waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajald berakhirnya masa pajak atau
berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnyantgajak yang bersangkutan.

Pasal 33

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk olehdBupang karena kealpaannya
tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagairdanaksud pasal 28
ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kamingpling lama 1 (satu)
tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.08@pat juta rupiah).

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk olehaBiupang dengan sengaja tidak
memenuhi kewajibannya atau seseorang yang merkebaiolak dipenuhinya
kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud pasal 28 Ay dan ayat (2)
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (thla)n dan pidana denda
paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimameksiud ayat (1) dan ayat (2)
hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahagsia dilanggar.

(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud ayat gf) ayat (2) sesuai dengan
sifatnya menyangkut kepentingan pribadi seseordag Badan selaku wajib
pajak merupakan tindak pidana pengaduan.
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Pasal 34

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Fasglat (1) dan ayat (2)
merupakan penerimaan Negara.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal — hal yang belum diatur dalam Peraturan Daenahsepanjang mengenai
pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan PamaBBupati.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggalddingkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintapkaagundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran abadfabupaten
Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 8 Oktober 2010

Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Cap/ttd.

AGUSTIN TERASNARANG

Diundangkan di Pangkalan Bun

pada tanggal 8 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

Capl/ttd.

Drs. A. RIDUANSYAH H, M..Si
NIP. 19551010 197901 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2010 NOMOR15.
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